
PENDAHULUAN negara dalam membentuk hukum atau 

Pembentukan hukum, dalam hal undang-undang. Termasuk suatu 

ini hukum tertulis atau undang-undang, kebijakan politik negara adalah pada saat 

pada dasarnya merupakan suatu Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden 

kebijakan politik negara yang dibentuk menentukan suatu perbuatan yang dapat 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan dikenakan sanksi atau tidak (sanksi 

Presiden (di Indonesia atau pada pidana, administrasi, dan perdata). 

umumnya di negara lain). Kebijakan di Aristoteles memandang negara 

atas merupakan kesepakatan formal sebagai bentuk masyarakat yang paling 

antara Dewan Perwakilan Rakyat dan sempurna. Jika masyarakat dibentuk 

Pemerintah, dalam hal ini Presiden, untuk demi suatu kebaikan, maka demikian 

mengatur seluruh kehidupan ber- juga halnya sebuah negara atau 

masyarakat, berbangsa, dan bernegara. masyarakat politik. Setiap orang dalam 

Kedua badan tersebut mengatasnamakan hidup bermasyarakat selalu berbuat 
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Abstrak

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 UUD, pembentuk 
UU adalah DPR bersama dengan Presiden. Sebelum diadakannya Perubahan UUD 1945 
titik berat pembentuk UU ada di tangan Presiden. Namun dengan adanya reformasi, 
pembentuk UU bergeser ke tangan DPR. Dalam pembentukan undang-undang, paling 
tidak ada tiga komponen utama yang saling terkait dan tidak dapat dipisah-pisahkan yang 
harus dipenuhi. Pertama, adalah lembaga pembentuk undang-undang (UU). Kedua, 
prosedur atau tata cara pembentukannya. Ketiga adalah substansi yang akan diatur dalam 
UU.

Kata Kunci: Prosedur, Peraturan Perundang-undangan, Perancangan Undang-undang.

Abstract
Under Article 5 paragraph (1), Article 20, Article 21 and Article 22 of the 

Constitution, the Act is the House building along with the President. Prior to the 1945 
Constitution Amendment Act forming the emphasis is on the hands of the President. But 
with the reforms, the building shifted into the hands of the Parliament Act. In establishing 
the law, at least there are three main components are interlinked and can not be broken 
apart to be met. First, is the institution of the legislators (the Act). Second, procedures or 
ordinances formation. Third is the substance to be regulated in the Act. 
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